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INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II BANTUL


Nomor 
: 
04 / B/Inst/Bt/1998

Tentang
:
PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA SEBAGAI PIMPINAN PEMERINTAHAN DESA TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang 
: 
a.
bahwa Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban;



b.
bahwa Kepala Desa juga mempunyai tugas membangun mental masyarakat dalam menumbuhkembangkan semangat membangun yang dijiwai azas usaha bersama dan kekeluargaan;



c.
bahwa dalam upaya untuk mewujudkan pimpinan Pemerintahan Desa yang mampu melayani dan mengayomi masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara efisien dan efektif, diperlukan penilaian pelaksanaan tugas kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa;



d.
bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di tas, perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat 
:
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 



2.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;



3.
Undang-Undang Nomor 5 Nomor 1979, tentang Pemerintahan Desa;



4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;



5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1984, tentang hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa / Kepala Kelurahan Sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;



6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1984, tentang Tata carao Pemberian Pertanggungjawaban dan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Desa;



7. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1984, tentang Penghargaan dan Tanda Kesetiaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;



8.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 1989, tentang Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa;



9.
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 123/KPTS/1983, tentang Penetapan Desa di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979, serta pemberian Nomor Kodenya;



10.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 5 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

MENGINSTRUKSIKAN

I.   Kepada 
:
1.
semua Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;



2. 
semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

Untuk 
:
1. 
Melaksanakan Penilaian terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat;



2.
Pedoman Penilaian dan Jadual Penilaian seperti terlampir dalam Instruksi ini.

II.
Pembantu Bupati, Camat, dan Kepala Desa bertanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan penilaian ini, sebagai dimaksud angka1 dan 2 di atas.  

III.
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di  
: 
Bantul

Pada tanggal 
: 
9 Mei 1998
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 

BANTUL

SRI ROSO SUDARMO

Salinan Instruksi ini dikirim kepada Yth : 

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Kepala Itwilprop. Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Kepala Biro Pemerintahan Desa Setwilda Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;

6. Kepala Itwilkab. Dati II Bantul;

7. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Bantul;

8. Ketua BAPPEDA Kab. Dati II Bantul;

9. Kepala Kantor PMD Kab. Dati II Bantul;

10. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda

Kabupaten Dati II Bantul.

LAMPIRAN 
:
INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR 
:
04 / B / INST/Bt/1998

TENTANG 
:
PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA SEBAGAI PIMPINAN PEMERINTAHAN DESA TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

PEDOMAN PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA

TINGKAT KABUPATEN DATI II BANTUL

TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999

I. PENGERTIAN 

Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa adalah suatu upaya pembuktian terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Umum termasuk ketentraman dan ketertiban, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

II. DASAR PEMIKIRAN 

1. Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan Pembina kehidupan masyarakat serta membangun mental masyarakat dalam menumbuh kembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan. 

2. Kepala Desa dalam menjalankan Hak, wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintahan Desa bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberikan keterangan pertanggung jawaban dimaksud kepada Lembaga Musyawarah Desa. 

3. Pertanggungjawaban dan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa dapat dijadikan pegangan oleh pejabat yang berwenang mengangkat/memberhentikan dalam mengambil berbagai tindakan kebijaksanaan. 

4. Tingkat kemampuan para Kepala Desa dan Perangkat Desa serta intensitas pembinaan dari Pemerintah yang lebih tinggi memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979;

5. Desa merupakan sasaran segenap pelaksanaan urusan pemerintahan, tumpuan dan ujung tombak dalam pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta merupakan sumber data dan informasi dalam penetapan kebijaksanaan pemerintah.

6. Dalam upaya mewujudkan pimpinan pemerintahan yang mampu melayani dan mengayomi masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam membangun serta efisien dan efektif, diperlukan adanya penilaian pelaksanaan tugas kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintahan Desa. 

III. TUJUAN 

Tujuan Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa adalah untuk :

1. Mempercepat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

2. Meningkatkan prestasi kerja para Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. 

3. Memberikan penghargaan terhadap Kepala Desa yang telah berhasil dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. 

IV. MATERI PENILAIAN

Materi yang dinilai adalah seluruh tugas-tugas Kepala Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, pemeritahan Umum termasuk ketenteraman dan ketertiban. 

V. MEKANISME DAN SISTEM PENILAIAN

Penilaian terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kecamatan, tingkat Pembantu Bupati dan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II. 

Masing-masing Kecamatan menentukan 1 (satu) Kepala Desa terbaik di wilayahnya untuk selanjutnya disampaikan kepada Pembantu Bupati. 

Pembantu Bupati menentukan 1 Kepala Desa terbaik di wilayahnya untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II. 

Penilaian terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa dilakukan dalam bentuk penilaian Data melalui daftar isian dan pembuktian lapangan.

VI. PEJABAT PENILAI

Pejabat penilai terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari unsur-unsur dengan ketua :

1. Di tingkat Kecamatan oleh Camat. 

2. Di tingkat Pembantu Bupati oleh Pembantu Bupati.

3. Di tingkat Kabupaten oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II. 

VII. PELAKSANAAN PENILAIAN 

1. Tingkat Kecamatan 

Pelaksanaan penilaian di tingkat Kecamatan berlangsung dari tanggal 22 Mei s/d 25 Mei 1998.

2. Tingkat Pembantu Bupati. 

Pelaksanaan penilaian di tingkat Pembantu Bupati berlangsung dari tanggal 28 Mei s/d 30 Mei 1998.

Selanjutnya Pembantu Bupati harus sudah memberikan laporan hasil penilaian di tingkat Pembantu Bupati kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul c.q. Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul paling lambat tanggal 2 Juni 1998.

3. Tingkat Kabupaten Dati II Bantul. 

Penilaian di tingkat Kabupaten Dati II Bantul akan dilaksanakan bulan Juni Minggu ke II (Tanggal 15 s/d 17 Juni 1998). 

Bantul, 9 Mei 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

BANTUL

SRI ROSO SUDARMO

